
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.400, 2023 KEMENHUB. Otk. Kantor Kesyahbandaran. 

Otoritas Pelabuhan. Perubahan.  

 
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

       NOMOR PM 16 TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 36 TAHUN 2O12 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN   

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang 
keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi 

kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan 
yang diusahakan secara komersial, perlu dilakukan 

penataan organisasi dan tata kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi melalui Surat Nomor B/282/M.KT.01/2023 

Tanggal 27 Februari 2023 Perihal Penataan Organisasi 
dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan 

dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 
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Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

106); 
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

942); 
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN 

DAN OTORITAS PELABUHAN. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 692) yang 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan: 
a. Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401); 
b. Nomor PM 76 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183); 
c. Nomor PM 71 Tahun 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 942); 
diubah sebagai berikut: 
 

1.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 29  

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV 
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Pasal 30 dihapus. 

www.peraturan.go.id



2023, No.400 
-3- 

 

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 37 

a. Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai 

kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan 
beban kerja; 

b. Wilayah kerja merupakan organisasi non struktural 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan yang membawahinya; 
c. Wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam 

melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan 
hukum di bidang keselamatan dan keamanan 
pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di 

pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan kegiatan kepelabuhanan; 

d. Pembentukan atau perubahan wilayah kerja 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut setelah mendapatkan persetujuan Menteri 
Perhubungan. 

e. Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan 
perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 
sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut. 
 

4.  Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 44 

(1) Jumlah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) 

lokasi, terdiri atas: 
a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas I sebanyak 13 (tiga belas) 
lokasi; 

b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II sebanyak 18 (delapan belas) 
lokasi; 

c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Kelas III sebanyak 17 (tujuh belas) 

lokasi; 
d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas IV sebanyak 49 (empat puluh 

sembilan) lokasi. 
(2) Nama kantor, lokasi, dan wilayah kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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5.  Pasal 45A dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 135 Tahun 2015 dihapus. 
 

6.  Pasal 45A dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 76 Tahun 2018 dihapus. 
 

7.  Pasal 45B dihapus. 
 

8.  Di antara Pasal 45B dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 45C sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 45C 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh 

jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta 
pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berdasarkan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, 
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 

dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru 
berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) 

tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku. 
 

9.  Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 

2012, Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 76 Tahun 2018, dan Lampiran II Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021, diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 

  pada tanggal 12 Mei 2023 
 

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
   

  ttd. 
 

BUDI KARYA SUMADI 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Mei 2023 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,   

 
 ttd.  
 

ASEP N. MULYANA 
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